GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 60 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 18 TAHUN
2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa dalam rangka tahapan persiapan pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang
dilaksanakan oleh Gubernur, telah ditetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan
keadaan khususnya efisiensi pelaksanaan persiapan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem-

bentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 109-117);

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota Besar Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan
Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 135-
143);

Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang
Larangan Pemakaian Tanah Tanpa ljin Yang Berhak Atau
Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2106);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang
Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2324);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5280);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang
Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang
Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi
Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan
Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 362);
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2003 tentang
Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya
Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya
Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia
Nomor S5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013
tentang  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan  Persiapan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
Nomor 18);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 33 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013 Nomor 18) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Provinsi Jawa
Tengah.

(2) Dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, sumber
daya manusia dan pertimbangan lainnya Gubernur mendelegasikan
kewenangan pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah kepada
Bupati/Walikota.

(3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal :
a. pengadaan tanah yang terletak dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
dan
b. pendanaan pengadaan tanahnya bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten/kota.

(4) Pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah oleh
Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendasarkan pada
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Oktober 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 60.






